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Perhubungan Udara PR-DJPU 20 Tahun 2025 tentang

Pedoman Teknis Efektivitas Pemeriksaan Keamanan

Kargo dan Pos di Terminal Kargo Bandar Udara oleh

Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara
Tanggal : 29 November 2025

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor nomor PR-DJPU 20 Tahun 2025 tentang Pedoman
Teknis Efektivitas Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos di Terminal Kargo
Bandar Udara oleh Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara, bersama
ini terlampir disampaikan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara Nomor PR-DJPU 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Efektivitas
Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos di Terminal Kargo Bandar Udara oleh
Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

rjono K.
NIPL 19821215 200604 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : PR-DJPU 20 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN KEAMANAN KARGO DAN POS
DI TERMINAL KARGO BANDAR UDARA OLEH BADAN HUKUM PELAYANAN JASA

Menimbang

Mengingat

TERKAIT BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ca.

bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 39 tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan
Nasional mengatur bahwa Badan Hukum Pelayanan Jasa
Terkait Bandar Udara harus menjamin efektivitas
pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang dilakukannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis
Efektivitas Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos di
Terminal Kargo Bandar Udara oleh Badan Hukum Pelayanan
Jasa Terkait Bandar Udara;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 994;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi
Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

=0 =

S. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 1195);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024
tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2024
tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan
Nasional;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024
tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PEDOMAN TEKNIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
KEAMANAN KARGO DAN POS DI TERMINAL KARGO BANDAR
UDARA OLEH BADAN HUKUM PELAYANAN JASA TERKAIT
BANDAR UDARA.

Menetapkan pedoman teknis efektivitas pemeriksaan keamanan
kargo dan pos di terminal kargo bandar udara oleh badan hukum
pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pedoman teknis efektivitas pemeriksaan keamanan kargo dan pos
di terminal kargo bandar udara oleh badan hukum pelayanan jasa
terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA merupakan petunjuk penerapan pemeriksaan
keamanan kargo dan pos yang efektif di terminal kargo bagi
personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan badan
usaha pelayanan jasa terkait bandar udara.

Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Keputusan Direktur Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.

LUKMAN F. LAISA M

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : PR-DJPU 20 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS EFEKTIVITAS
PEMERIKSAAN KEAMANAN KARGO
DAN POS DI TERMINAL KARGO
BANDARA UDARA OLEH BADAN
HUKUM PELAYANAN JASA TERKAIT
BANDAR UDARA

BAB ]
KETENTUAN UMUM

1.1 Tuyjuan
Tujuan ditetapkannya pedoman teknis efektivitas pemeriksaan keamanan
kargo dan pos di terminal kargo Bandar Udara oleh badan hukum pelayanan
jasa terkait Bandar Udara, antara lain:

a.

memberikan petunjuk tentang efektivitas pemeriksaan keamanan kargo
dan pos di terminal kargo Bandar Udara oleh badan hukum pelayanan
jasa terkait Bandar Udara;

memberikan pemahaman kepada Inspektur mengenai proses penetapan
efektivitas pemeriksaan keamanan kargo dan pos di terminal kargo
Bandar Udara oleh badan hukum pelayanan jasa terkait Bandar Udara;
dan

memberikan standar dalam menetapkan efektivitas pemeriksaan
keamanan kargo dan pos di terminal kargo Bandar Udara oleh badan
hukum pelayanan jasa terkait Bandar Udara.

1.2 Definisi
Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

1.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Keamanan Penerbangan,
serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di
atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena
reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk
penerbangan.

Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan
perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum
(acts of unlawful interference) melalui keterpaduan pemanfaatan sumber
daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh Pesawat Udara selain
benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis
pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah
penanganan.
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Terminal Kargo adalah salah satu fasilitas pokok di dalam Bandar Udara
yang berbatasan langsung dengan Sisi Udara untuk memproses
pengiriman dan penerimaan kargo dan pos yang memenuhi persyaratan
keamanan dan keselamatan penerbangan.

Personel Pengamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai
Lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan
Penerbangan.

Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang
mempunyai sertifikat kompetensi yang diberi tugas dan tanggung jawab
di bidang pemeliharaan fasilitas Keamanan Penerbangan

Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya adalah personel
yang mempunyai sertifikat kompetensi atau otorisasi penanganan barang
berbahaya yang diberi tugas dan tanggungjawab di bidang penanganan
barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara

Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah
memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di
bidangnya dalam jangka waktu tertentu.

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat
pemenuhan peraturan keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh
penyedia jasa penerbangan atau institusi lain yang terkait keamanan
penerbangan.

Inspektur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal yang selanjutnya
disebut Inspektur adalah ASN yang telah diangkat dalam jabatan
fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan dan jabatan fungsional
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar
Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara, yang
memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang
belum diusahakan secara komersial.

Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan
terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar
Udara untuk pelayanan umum.

Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan
terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan
pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo,
dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara
niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan
perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah
Republik Indonesia.

Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang
agen kargo yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian
keamanan terhadap Kargo dan pos yang diangkut Pesawat Udara atau
Pesawat Udara Tanpa Awak yang telah memenuhi standar perizinan
berusaha.

Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara adalah Badan
Hukum yang melakukan kegiatan penanganan Kargo dan pos di Terminal
Kargo Bandar Udara.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.



1.3 Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Efektivitas Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos di Terminal
Kargo Bandar Udara oleh Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar
Udara, meliputi:

tanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;

penyediaan fasilitas keamanan penerbangan;

penyediaan personel pengamanan penerbangan;

sertifikasi peralatan fasilitas keamanan penerbangan;

pemeriksaan keamanan kargo dan pos;

efektivitas pemeriksaan kargo dan pos;dan

pengawasan.

RooQo o
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BAB II
TANGGUNG JAWAB

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing
bertanggung jawab terhadap keamanan Kargo dan pos yang akan diangkut
dengan Pesawat Udara.

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing
dapat mendelegasikan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan
Kargo dan pos kepada Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar
Udara.

Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara yang mendapat
pendelegasian pemeriksaan keamanan Kargo dan pos sebagaimana
dimaksud dalam butir 2.2 bertanggung jawab terhadap pemeriksaan
dan/atau pengendalian Kargo dan pos yang akan diangkut ke pesawat
udara.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan dan/atau pengendalian

keamanan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 2.3, bertugas:

a. menyusun, melaksanakan dan mempertahankan standar operasi
prosedur keamanan Kargo dan Pos yang mengacu kepada Program
Keamanan Badan Usaha Angkutan Udara atau Local Security Manual
Perusahaan Angkutan Udara Asing;

b. melakukan evaluasi secara periodik terhadap standar operasi prosedur
Keamanan Kargo dan Pos dan melakukan perubahan (amandemen)
bila diperlukan,;

c. meminta persetujuan kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau
Perusahaan Angkutan Udara Asing terhadap standar operasi prosedur
atau perubahan (amandemen);

d. menunjuk pejabat keamanan yang bertanggung jawab langsung
kepada pimpinan Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara
dalam melaksanakan standar operasi prosedur Keamanan Kargo dan
Pos; .

e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyegaran kepada setiap
personel Keamanan Penerbangan;

f. melaksanakan pelatihan kepedulian keamanan terkait tugas dan
tanggung jawab (duty security training) kepada karyawan selain
Personel Pengamanan Penerbangan;

g. melakukan pengendalian keamanan Kargo dan pos yang telah
diperiksa sampai dengan diserah terimakan ke Badan Usaha Angkutan
Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing;

h. menerbitkan surat pernyataan keamanan Kkiriman Kargo
(Consignment Security Declaration/ CSD); dan

i. melaporkan kegiatan operasional pemeriksaan keamanan Kargo dan
pos setiap 6 (enam) bulan sekali.
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BAB III
PENYEDIAAN FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

Setiap Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara yang
mendapatkan pendelegasian dari Badan Usaha Angkutan Udara atau
Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan pemeriksaan
keamanan Kargo dan pos wajib menyediakan tempat pemeriksaan
keamanan Kargo dan pos.

Tempat pemeriksaan keamanan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud
dalam butir 3.1 sesuai dengan klaster Kargo, yaitu :

a.

klaster A yaitu langkah-langkah keamanan Kargo dan pos yang

diterapkan di Bandar Udara internasional dan diangkut dengan

pesawat angkutan udara niaga, pesawat khusus angkutan Kargo

(freighter), atau pesawat angkutan udara bukan niaga;

klaster B yaitu langkah-langkah keamanan Kargo dan pos yang

diterapkan di Bandar Udara Domestik dan diangkut dengan pesawat

angkutan udara niaga berjadwal;

klaster C yaitu langkah-langkah keamanan Kargo dan pos yang

diterapkan di:

1) Bandar Udara Domestik dan diangkut dengan pesawat angkutan
udara niaga tidak berjadwal, pesawat khusus angkutan Kargo
(freighten) atau pesawat Angkutan Udara Bukan Niaga; atau

2) penerbangan antar Bandar Udara di wilayah pulau Papua dan
diangkut dengan Pesawat Angkutan Udara Niaga Berjadwal;

klaster D yaitu langkah-langkah keamanan kargo dan pos yang

diterapkan pada penerbangan antar Bandar Udara di wilayah Pulau

Papua dan diangkut dengan pesawat angkutan udara niaga tidak

berjadwal, pesawat khusus angkutan Kargo.

Tempat pemeriksaan keamanan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud
dalam butir 3.2 huruf a harus dilengkapi dengan :

oo

SR N0

~

m.

mesin X-ray Kargo multiview untuk Kargo Internasional;

mesin X-ray Kargo singleview untuk Kargo domestik;

pendeteksi bahan peledak (Explosive Trace Detector/ETD);

CCTV yang dapat mengawasi seluruh area tempat penerimaan,

pemeriksaan, penimbunan dan pemuatan kargo dan pos;

gawang detektor logam (Walk Through Metal Detector /| WTMD);

detektor logam genggam (Hand Held Metal Detector /HHMD);

1 (satu) set alat uji mesin x-ray;

alat uji gawang detektor logam (Walk Through Metal Detector [ WTMD);

alat uji pendeteksi bahan peledak (Explosive Trace Detector/ ETD);

jalur untuk kargo dan pos yang telah diperiksa oleh Regulated Agent

(Jalur Cepat);

memiliki personel untuk tiap-tiap jalur pemeriksaan :

1) 2 (dua) orang Personel Pengamanan Penerbangan berlisensi
pemeriksa Keamanan  Penerbangan (aviation  security
screener/ junior avsec); dan

2) 1 (satu) orang Personel Pengamanan Penerbangan berlisensi
pengawas Keamanan Penerbangan (aviation security supervisor
/ senior avsec) (dapat mengawasi lebih dari 1 jalur pemeriksaan);

1 (satu) Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya,

1 (satu) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan;
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fasilitas penanganan barang berbahaya sesuai ketentuan; dan
buku IATA DGR edisi terbaru.

Tempat pemeriksaan keamanan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud
pada butir 3.2 huruf b, harus dilengkapi dengan :

a.
b.

5@ e o0

i.
j.
k.
1.

mesin X-ray singleview;,

CCTV yang dapat mengawasi seluruh area tempat penerimaan,

pemeriksaan, penimbunan dan pemuatan kargo dan pos;

gawang detektor logam (Walk Through Metal Detector /| WTMD),

detektor logam genggam (Hand Held Metal Detector {HHMD);

1 (satu) set alat uji mesin X-ray;

alat uji gawang detektor logam (Walk Through Metal Detector /WTMD);

jalur untuk kargo dan pos yang telah diperiksa oleh Regulated Agent

(Jalur Cepat);

memiliki personel untuk tiap - tiap jalur pemeriksaan :

1) 2 (dua) orang Personel Pengamanan Penerbangan berlisensi
pemeriksa Keamanan Penerbangan (aviation security screener/
junior avsec); dan

2) 1 (satu) orang Personel Pengamanan Penerbangan berlisensi
pengawas Keamanan Penerbangan (aviation security supervisor/
senior avsec) (dapat mengawasi lebih dari 1 jalur pemeriksaan);

1 (satu) orang Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya;

1 (satu) orang Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan;

fasilitas penanganan barang berbahaya sesuai ketentuan; dan

buku IATA DGR edisi terbaru.

Tempat pemeriksaan keamanan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud
pada butir 3.2 huruf ¢, harus dilengkapi dengan :

a.
b.

c.

d.

detektor logam genggam (Hand Held Metal Detector {HHMD);

2 (dua) orang Personel Pengamanan Penerbangan berlisensi personel
penjaga keamanan penerbangan (aviation security guard/ basic avsec);
1 (satu) orang Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya;
dan

fasilitas penanganan barang berbahaya sesuai ketentuan.

Tempat pemeriksaan keamanan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud
pada butir 3.2 huruf d, harus dilengkapi dengan :

a.

1 (satu) orang Personel Pengamanan Penerbangan berlisensi personel
penjaga keamanan penerbangan (aviation security guard/ basic avsec);
atau 1 (satu) personel yang telah mendapat pelatihan kepedulian
keamanan terkait dengan tugas dan tanggung jawab (duty security
training) dan kepedulian keamanan kargo (security awareness cargo);
dan

1 (satu) Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya atau
personel yang telah mendapatkan pelatihan kepedulian penanganan
barang berbahaya.

Tempat pemeriksaan keamanan Kargo dan Pos sebagaimana dimaksud
pada butir 3.5 dan butir 3.6 jika pemeriksaan menggunakan mesin X-ray
maka personel yang melakukan pengoperasian dan perawatan X-ray harus
sesuai dengan ketentuan.
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3.8 Tempat pemeriksaan keamanan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud
pada butir 3.3 dan butir 3.4 harus dilengkapi:

a. pembatas fisik antara kargo keluar (outgoing) dan kargo datang
(incoming), dan

b. tanda peringatan (signboard) sesuai ketentuan.
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BAB IV
LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN KARGO DAN POS

Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara dapat melakukan
pemeriksaan keamanan Kargo dan pos setelah mendapatkan pendelegasian
dari Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara
Asing.

Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara sebagaimana

dimaksud dalam butir 4.1 harus melakukan langkah-langkah keamanan

Kargo dan pos meliputi:

a. melakukan penerimaan Kargo dan pos;

b. melakukan pemeriksaan keamanan Kargo dan pos;

c. melakukan pengendalian keamanan Kargo dan pos yang telah
diperiksa;

d. serah terima Kargo dan pos yang telah diperiksa; dan

e. melakukan perlindungan dan pengawasan area Terminal Kargo.

Penerimaan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2 huruf
a, dilakukan di Terminal Kargo.

Langkah-langkah penerimaan kargo dan pos sebagaimana dimaksud
dalam butir 4.2 huruf a meliputi :

a. pemeriksaan dokumen;

b. pemeriksaan visual kemasan Kargo; dan

c. penimbangan berat Kargo dan pos.

Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 4.4 huruf a

dilakukan terhadap dokumen:

a. pemberitahuan tentang isi;

b. surat muatan udara (airway bill); dan

c. dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos
tertentu.

Pemeriksaan visual kemasan Kargo sebagaimana dimaksud pada butir 4.4
huruf b, meliputi:

a. pemeriksaan keutuhan dan kelaikan kemasan;

b. pemeriksaan kerusakan kemasan; dan

c. pemeriksaan kebocoran isi.

Penimbangan berat Kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada butir 4.4
huruf ¢, dilakukan untuk melihat kesesuaian berat dengan yang tercantum
dalam dokumen.

Langkah-langkah pemeriksaan keamanan Kargo dan pos sebagaimana
dimaksud pada butir 4.2 huruf b, meliputi :

a. pemeriksaan utama (primer) dan

b. pemeriksaan lanjutan (sekunder).

Pemeriksaan utama (primer) sebagaimana dimaksud dalam butir 4.8 huruf
a, dilakukan dengan menggunakan mesin X-ray sesuai dengan klaster
keamanan kargo di Bandar Udara.
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Pemeriksaan keamanan dengan menggunakan peralatan mesin x-ray
sebagaimana dimaksud pada butir 4.9 dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a.

Kargo dan pos diletakan pada conveyor belt atau roller mesin x-ray
pada posisi yang tepat untuk pemeriksaan dan dipastikan jaraknya
untuk efektivitas pemeriksaan;

penempatan barang pada conveyor belt atau roller mesin x-ray dengan

ketentuan:

1) wuntuk mesin x-ray singleview: barang tidak dalam posisi
bertumpuk ke atas untuk mesin x-ray dengan generator dari atas
atau tidak sejajar ke samping untuk mesin x-ray dengan generator
dari samping, kecuali kiriman Kargo dan pos yang isinya sejenis
(homogen);

2) dan untuk mesin x-ray multiview: barang dapat dalam posisi
bertumpuk ke atas atau sejajar ke samping.

pengelompokan pemeriksaan Kargo dan pos hanya dapat dilakukan

berdasarkan surat muatan udara (airway bil]) yang sama;

Personel Pengamanan Penerbangan (operator mesin x-ray) melakukan

penilaian keamanan dan kesesuaian antara isi barang dengan surat

Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) pengiriman Kargo dan pos;

penilaian kesesuaian antara isi barang dengan surat Pemberitahuan

Tentang Isi (PTI) pengiriman Kargo dan pos sebagaimana dimaksud

pada huruf d, dilakukan dengan ketentuan:

1) apabila isi kiriman Kargo sesuai dengan surat Pemberitahuan
Tentang Isi (PTI) maka Kargo diizinkan diangkut dengan Pesawat
Udara; atau

2) apabila isi kiriman Kargo tidak sesuai dengan surat
Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) maka kargo dikembalikan
kepada pengirim.

penilaian keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah

sebagai berikut:

1) kategori aman, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin X-ray
tidak menemukan peralatan peledak (explosive divice) atau tidak
terdapat barang berbahaya yang tidak dicantumkan dalam
dokumen pengiriman (undeclare Dangerous Goods) atau bahan
peledak (explosive material).

2) kategori mencurigakan apabila dalam pemeriksaan, operator
mesin X-ray:

a) tidak dapat mengidentifikasi tampilan gambar secara jelas
jenis Kargo dan pos yang diperiksa (opaque);

b) dicurigai terdapat bahan peledak (explosive material); atau

c) dicurigai terdapat barang berbahaya yang tidak
dicantumkan dokumen pengiriman (undeclared Dangerous
Goods) selain bahan peledak (explosive material)

3) kategori berbahaya, apabila dalam pemeriksaan, operator mesin X-

ray secara jelas menemukan peralatan peledak (explosive device).

Pemeriksaan lanjutan (sekunder) sebagaimana dimaksud dalam butir 4.8
huruf b, untuk pemeriksaan Kargo dan pos internasional dilakukan dengan
peralatan pendeteksi bahan peledak (explosive detector).
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Pemeriksaan lanjutan (sekunder) sebagaimana dimaksud dalam butir 4.8
huruf b untuk pemeriksaan Kargo dan pos domestik dilakukan secara
manual atau dengan mengunakan peralatan pendeteksi bahan peledak
(explosive detecton.

Pemeriksaan Lanjutan (sekunder) dengan peralatan pendeteksi bahan
peledak (explosive trace detector/ETD) sebagaimana dimaksud dalam butir
4.11 dan butir 4.12 dilakukan dengan menggunakan metode usap (swab)
atau uap (vapour).

Prosedur pemeriksaan menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak
(explosive detector) sebagaimana dimaksud dalam butir 4.13, dilakukan
dengan langkah-langkah berikut:
a. Personel Pengamanan Penerbangan menyiapkan peralatan pendeteksi
bahan peledak (explosive trace detector /ETD);
b. pengambilan sampel paling sedikit didapat dari :
1) bagian sambungan dan/atau penutup kemasan;
2) bagian kemasan yang sering disentuh pada saat proses
penanganan dan/atau pengangkatan;
3) Dbagian luar kemasan Kargo selain bagian yang dimaksud pada
angka 2);
4) Dbagian dalam kemasan jika diperlukan; dan/atau
S) pada bagian yang terlihat rusak jika terdapat kemasan rusak;
c. sampel yang didapat kemudian dianalisa oleh peralatan pendeteksi
bahan peledak (explosive trace detector {ETD);
d. Kargo dan pos yang berdasarkan hasil analisa tidak mengandung
bahan peledak dinyatakan aman; dan
e. Kargo dan pos yang berdasarkan hasil analisa mengandung bahan
peledak, dilaporkan kepada pengawas (supervisor) untuk dilakukan
langkah-langkah sesuai prosedur penanggulangan keadaan darurat
dalam program keamanan Kargo dan pos.

Kiriman Kargo dan pos dengan ukuran melebihi ukuran lorong (tunnel)

mesin x-ray (oversize cargo) dilakukan pemeriksaan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. dilakukan pemeriksaan dokumen secara mendetail (profiling); dan

b. pemeriksaan manual dan/atau pemeriksaan dengan peralatan
pendeteksi bahan peledak (explosive detector).

Pemeriksaan keamanan Kargo dan pos dilakukan dengan
mempertimbangkan efektivitas terhadap personel dan pengujian peralatan
yaitu:

a. melakukan rotasi berkala Personel Pengamanan Penerbangan yang
bertugas sebagai operator mesin x-ray dengan metode 40 menit
melaksanakan tugas sebagai operator mesin x-ray secara terus-
menerus dan 60 menit melakukan tugas Keamanan Penerbangan
lainnya; dan

b. melakukan pengujian harian (daily testing) peralatan keamanan.

Rotasi berkala sebagaimana dimaksud pada butir 4.16 huruf a, dapat tidak
dilakukan pada Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara yang
melakukan pemeriksaan Kargo dan pos domestik.
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Penguyjian harian (daily testing) peralatan keamanan dilakukan
terhadap :

a. mesin x-ray, dan

b. peralatan pendeteksi bahan peledak (explosive trace detector).

Langkah-langkah pengendalian keamanan kargo dan pos yang telah

diperiksa sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 huruf ¢, meliputi:

a. dipasang label pemeriksaan keamanan (security check label);

b. diterbitkan deklarasi keamanan kiriman (consignment security
declaration/ CSD); dan

c. ditempatkan di daerah aman (secure area) yang diawasi.

Label pemeriksaan keamanan (security check label) sebagaimana dimaksud
pada butir 4.19 huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. kuat dan melekat erat serta mudah rusak jika dibuka; dan

b. ditempatkan pada sambungan dan/atau penutup kemasan.

Dalam hal ditemukan kiriman Kargo dan pos yang telah diperiksa dengan
kemasan rusak dan dicurigai telah disusupi barang dilarang maka
dilakukan pemeriksaan ulang.

Hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada butir 4.21, ditangani

sebagai berikut:

a. jika tidak ditemukan barang dilarang, maka kemasan diperbaiki dan
kiriman Kargo dapat diangkut; atau

b. jika ditemukan barang dilarang, maka ditangani sesuai ketentuan dan
kiriman Kargo tidak boleh diangkut.

Deklarasi keamanan kiriman (consignment security declaration/ CSD)
sebagaimana dimaksud dalam butir 4.19 huruf b, diterbitkan untuk
masing-masing surat muatan udara (airway bill) dan ditandatangani oleh
Personel Pengamanan Penerbangan yang melakukan pemeriksaan
keamanan Kargo.

Deklarasi keamanan kiriman (consignment security declaration/ CSD)
sebagaimana dimaksud dalam butir 4.19 huruf b dapat diterbitkan dalam
bentuk cetak atau elektronik.

Deklarasi keamanan kiriman (consignment security declaration/ CSD) wajib
diikutsertakan dalam kiriman Kargo dan pos.

Kargo dan pos yang telah memiliki status keamanan kiriman (consignment
security declaration/ CSD) harus dilakukan pengendalian keamanan
dengan cara:

a. mengelompokkan Kargo dan pos berdasarkan pengangkutnya;

b. melakukan pemantauan atau pengawasan Kargo dan pos untuk
memastikan agar kiriman Kargo yang telah diperiksa tidak disusupi
barang dilarang; dan

c. menempatkan Kargo khusus di tempat yang telah ditentukan sesuai
ketentuan.
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4.27 Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap Kargo dan pos jenis tertentu

4.28

antara lain:

a. sampel barang medis, vaksin dan barang medis mudah rusak
(Biomedical/ BIOM);

b. barang pendukung kehidupan seperti darah, produk darah, sumsum
tulang dan organ tubuh (Life Sustaining Items/ LFSM) |

c. jenazah (human remains),

d. kiriman atau paket satuan dengan ketebalan kurang dari 6 mm dan
berat kurang dari 250 gram (Small Undersized Shipments/SMUS);

e. hewan hidup (live animal);

f. kiriman material radioaktif yang dapat membahayakan kehidupan
atau kesehatan personel penanganan Kargo dan pos (Nuclear Material/
NUCL);

g. barang berbahaya (Dangerous Goods), dan

h. kantong diplomatik

Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 4.27 dilakukan
dengan ketentuan:

a.

terhadap jenis Kargo sebagaimana dimaksud dalam butir 4.27 huruf

a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dengan cara:

1) pemeriksaan bagian luar kemasan Kargo secara visual untuk
memastikan tidak ada kerusakan, kebocoran, penyusupan
barang berbahaya, penyusupan peralatan peledak (explosive
device) atau bentuk yang tidak normal; dan

2) pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dari instansi
terkait jika dipersyaratkan.

terhadap jenis Kargo sebagaimana dimaksud dalam butir 4.27 huruf

e dilakukan dengan ketentuan:

1) pemeriksaan secara visual terhadap kiriman hewan hidup
termasuk tempat makanan, kandang, dan kemasan luar untuk
memastikan tidak ada kerusakan, kebocoran, penyusupan
barang berbahaya, atau penyusupan peralatan peledak (explosive
device); dan

2) pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dari instansi terkait
jika dipersyaratkan.

terhadap jenis Kargo sebagaimana dimaksud dalam butir 4.26 huruf {

dan huruf g, dengan cara:

1) memastikan kemasan kiriman sesuai dengan ketentuan
pengangkutan barang berbahaya; dan

2) memastikan dilakukan pemeriksaan bagian luar kemasan Kargo
secara visual untuk memastikan tidak ada kerusakan, kebocoran,
penyusupan peralatan peledak (explosive device) atau bentuk
yang tidak normal; dan

3) pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dari instansi
terkait jika dipersyaratkan;

Kantong diplomatik sebagaimana dimaksud pada butir 4.26 huruf h,

harus ditangani sesuai ketentuan.

Kiriman Kargo berupa barang-barang mudah rusak (perishable goods)

diperiksa dengan menggunakan mesin x-ray dan dilakukan prioritas

penanganan.

Barang-barang mudah rusak (perishable goods) sebagaimana

dimaksud pada butir 4.27 huruf e antara lain:

1) ikan dan hasil laut lainnya;

2) sayur-sayuran;
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3) buah-buahan; dan
4) bibit.

4.29 Kiriman Kargo Berisiko Tinggi (High Risk Cargo)

4.30

4.31

a. Kargo dan pos dianggap berisiko tinggi dengan kriteria sebagai berikut:

1) adanya informasi intelijen yang spesifik yang mengindikasikan
bahwa Kargo dan pos memiliki ancaman bagi penerbangan;

2) Kargo dan pos menunjukkan keganjilan atau tanda-tanda
kerusakan yang menimbulkan kecurigaan; atau

3) jenis kiriman Kargo yang tidak dapat diperiksa dengan
menggunakan mesin x-ray namun dapat diperiksa dengan
peralatan keamanan lainnya.

b. Kargo dan pos yang berisiko tinggi (high risk cargo) harus dilakukan
langkah-langkah keamanan tambahan untuk memitigasi ancaman
yang ditimbulkan dengan menggunakan peralatan pendeteksi bahan
peledak (explosive detector).

Pengendalian Keamanan Terhadap Kargo Tertentu

a. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing
harus melakukan pengendalian keamanan terhadap Kargo tertentu.

b. Kargo tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa peralatan
atau kelengkapan olahraga pada event internasional atau nasional.

c. Pengendalian keamanan terhadap Kargo tertentu sebagaimana
dimaksud pada huruf a, meliputi:

1) melakukan pemeriksaan fisik di lokasi pengemasan; dan
2) melakukan perlindungan terhadap Kargo yang telah diperiksa
sampai dengan dimuat ke Pesawat Udara.

d. Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara yang melakukan
pengendalian keamanan terhadap Kargo tertentu, wajib menerbitkan
deklarasi keamanan kiriman (consignment security declaration/ CSD)
untuk masing-masing surat muatan udara (airway bill) dalam bentuk
cetak atau elektronik.

e. Deklarasi keamanan kiriman (consignment security declaration/ CSD)
sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus ditandatangani oleh
Personel Pengamanan Penerbangan yang melakukan pemeriksaan.

f. Kargo tertentu yang telah diterbitkan Deklarasi keamanan kiriman
(consignment security declaration/CSD) dapat langsung diserahkan
kepada Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan
Udara Asing dan dimuat ke Pesawat Udara.

Pemeriksaan terhadap company mail (comail) dan company material (comat)

Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara harus melakukan

langkah-langkah keamanan terhadap company mail (comail) dan company

material (comat) dengan ketentuan:

a. memastikan telah dilakukan pemeriksaan keamanan sesuai dengan
jenis barang; dan

b. company mail (comail) dan company material (comat) yang diangkut
harus termuat dalam manifest Bagasi Tercatat atau Kargo dan dimuat
ke dalam kompartemen Kargo Pesawat Udara.
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BABV
EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN KARGO DAN POS

Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara yang melakukan
Pemeriksaan Keamanan Kargo dan pos harus menjamin Efektivitas
Pemeriksaan Kargo dan Pos yang dilakukan.

Direktur Jenderal melakukan penilaian Efektivitas Pemeriksaan Kargo dan
Pos sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1 dengan menggunakan
indikator:

a. Cakupan/ Coverage (C) merupakan jumlah kargo yang diperiksa
terhadap total kargo yang seharusnya diperiksa,

b. Akurasi (A) merupakan persentase kargo yang setelah pemeriksaan
bebas pelanggaran (tidak ada indikasi ancaman);

c. Kepatuhan terhadap Prosedur Operasi Standar/Standard Operational
Procedure (S) merupakan persentase pemeriksaan yang memenuhi
standar (tidak ada kesalahan prosedural); dan

d. Efisiensi waktu (T) merupakan persentase pemeriksaan yang
diselesaikan dalam batas waktu standar.

Indikator Cakupan/ Coverage (C) sebagaimana dimaksud butir 5.2 huruf a,
dihitung menggunakan rumus :
c = ( Total kargo yang diperiksa

Total kargo yang harus diperiksa

) %X 100%

Indikator Akurasi (A) sebagaimana dimaksud butir 5.2 huruf b, dihitung

menggunakan rumus :
_ (Total kargo yang diperiksa tanpa temuan pelanggaran

Total kargo yang diperiksa

) x 100%

Indikator Kepatuhan terhadap Prosedur Operasi Standar/Standard
Operating Procedure (S) sebagaimana dimaksud butir 5.2 huruf ¢, dihitung
menggunakan rumus :

_ (Total kargo yang diperiksa sesuai SOP

Total kargo yang diperiksa

) % 100%

Indikator Efisiensi waktu (T) sebagaimana dimaksud butir 5.2 huruf d,
dihitung menggunakan rumus :
_ (Total pemeriksaan selesai dalam waktu standar

= X 0
Total kargo yang diperiksa ) 100%

Penilaian efektivitas pemeriksaan kargo dan pos sebagaimana dimaksud
butir 5.2 dihitung menggunakan rumus :

Efektivitas (%) = 0,2.C + 0,3.A + 03.S + 02.T
Total kargo yang harus diperiksa sebagaimana dimaksud pada butir 5.3

adalah jumlah kargo yang datang pada rentang waktu tertentu yang harus
dilakukan pemeriksaan.
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Total pemeriksaan selesai dalam waktu standar sebagaimana dimaksud
dalam butir 5.6 adalah jumlah barang yang diperiksa dalam rentang waktu
yang ditentukan.

Kemampuan mesin x-ray dalam melakukan pemeriksaan barang adalah
sebanyak 360 kali pemeriksaan dalam waktu 1 (satu) jam.

Penilaian efektivitas pemeriksaan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud
dalam butir 5.7 dilakukan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) tahun sekali.

Penilaian efektivitas pemeriksaan Kargo dan pos sebagaimana dimaksud
dalam butir 5.7 dilakukan pada saat jumlah kargo dan pos terbanyak
(beban puncak).

Nilai efektif pemeriksaan kargo dan pos oleh Badan Hukum Pelayanan Jasa
Terkait Bandar Udara minimal 95%.

Apabila hasil penilaian efektifitas sebagaimana dimaksud pada butir 5.13

di bawah ambang batas 95%, Direktur Jenderal dapat:

a. memberitahukan kepada Badan Hukum Pelayanan Jasa Terkait Bandar
Udara untuk meningkatkan fasilitas, personel dan langkah-langkah
pemeriksaan keamanan kargo dan pos; dan/atau

b. menetapkan bahwa pemeriksaan keamanan kargo dan pos pada bandar
udara tersebut dapat dilakukan oleh Regulated Agent di luar terminal
kargo.

Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian efektifitas sebagaimana
dimaksud pada butir 5.13 dan butir 5.14 kepada Badan Usaha Bandar
Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara,
Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Badan Hukum Pelayanan Jasa
Terkait bandar Udara.



AT

BAB VI
PENGAWASAN BADAN HUKUM PELAYANAN JASA TERKAIT YANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN KARGO DAN POS

6.1 Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan
kegiatan pengawasan terhadap penerapan langkah-langkah Keamanan
Kargo dan Pos.

6.2 Kegiatan pengawasan Keamanan Penerbangan dilakukan untuk menilai
pemenuhan terhadap Program Keamanan Penerbangan Nasional dan
membuat tindakan korektif yang cepat dan efektif terhadap setiap
kekurangan (deficiencies).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.
LUKMAN F. LAISA M

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama,




